
 

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 

NOMOR  :  21  TAHUN   2002 

 

TENTANG 

 

PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG TIDAK 

DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN/KOTA  Dl PROPINSI JAWA TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TENGAH 

 

Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan 

dan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang 

merupakan bagian dari sumberdaya alam hayati yang harus 

dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran masyarakat, dengan memper-hatikan 

kelangsungan potensi, daya dukung, keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa liar, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah 

perlu mengatur pengendalian pemanfaatan Flora dan Fauna 

Yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten/ Kota; 

  b.  bahwa berhubung   dengan   itu, dan sesuai dengan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah juncties Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 
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1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai 

Daerah Otonom, maka dipandang perlu mengatur 

Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna Yang Tidak 

Dilindungi Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah 

dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat  : 1.  Undang-undang   Nomor  10 Tahun    1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ; 

  2.  Undang-undang Nomor 5 Tahun    1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3419); 

  3.  Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor4048); 

  4.  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); 

  5.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 

  6.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
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Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

  7.  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3888); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3803); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3802); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi 

Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4022); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4206); 
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  14.  Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang 

Pengesahan Convention on International Trade in 

Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora 

(Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51); 

  15.  Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk   

Rancangan   Undang-undang,   Rancangan Peraturan 

Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 70); 

  16.  Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat l Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat l Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat l Jawa Tengah 

Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9); 

  17.  Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat l Jawa Tengah 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang 

Atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi 

Pemungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 

Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37). 

 

Dengan  Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG 

PENGENDALIAN PEMANFAATAN FLORA DAN FAUNA YANG 

TIDAK DILINDUNGI LINTAS KABUPATEN / KOTA Dl 

PROPINSI JAWA TENGAH. 
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BAB   I 

KETENTUAN  UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah ; 

2.  Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Jawa Tengah; 

3.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu 

Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan 

Eksekutif Daerah ; 

4.  Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut azas Desentralisasi; 

5.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah- Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan 

Legislatif Daerah ; 

  6.  Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ; 

  7.  Flora dan Fauna Yang Tidak Dilindungi adalah Jenis Flora dan Fauna Yang 

Tidak Dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 

dan Tidak Termasuk Didalam Appendix Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES); 

  8.  Convention on Intemational Trade in Endangered Species of Wild Flora and 

Fauna yang selanjutnya disingkat CITES adalah Konvensi Intemasional 

mengenai perdagangan jenis-jenis flora (tumbuhan alam) dan fauna (satwa 

liar) yang terancam kepunahan, dimana negara Indonesia telah ikut 

meratifikasinya dalam Keppres Nomor: 43 Tahun 1978 Lembaran Negara 

Nomor 51, Tahun 1978 Perdagangan, Persetujuan, Pertanian, Niaga, 

Perkebunan, Peternakan, Kehewanan; 
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